
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa adat istiadat yang hidup dan berkembang

memegang peranan penting dalam pergaulan

masyarakat serta mampu menggerakkan partisipasi

masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan

nasional;

b. bahwa adat istiadat masyarakat

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai bagian

dari masyarkat Adat Melayu Jambi yang hidup dan

berkembang bersendikan syara’ dan syara’

bersendikan Kitabullah perlu digali, dibina dan

dikembangkan serta dilestarikan secara nyata dan

dinamis;

c. bahwa dalam rangka pembinaan,

pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai adat istiadat,

perlu dibentuk Lembaga Adat Melayu Jambi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung

Jabung Timur;



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun

1999 tentang Pembentukan Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5430);

6.



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4754);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4857);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005

tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan

LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4858);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008

Tentang Kecamatan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4826);

11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang

Pengesahan Convention For The Safeguarding Of

The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk

Perlindungan Warisan Budaya Tak benda)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 81);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2007 tentang Pedoman Pelestarian dan

Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial

Budaya Masyarakat;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi

Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton,



dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan

Pengembangan Budaya Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun

2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi

(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007

Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat

di Propinsi Jambi (Lembaran Daerah Propinsi

Jambi Tahun 2011 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT

MELAYU JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG

TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya

disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

5. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.



6. Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/kepala

kelurahan dan/ atau sebutan nama lainnya dalam wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya

disebut Adat Melayu Tanjung Jabung Timur adalah adat yang

berisi nilai-nilai, aturan dan kebiasaan yang kuat dan benar serta

menjadi pedoman dalam tatanan masyarakat, sistem hukum yang

bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan Kitabullah dalam sistem

kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat

Melayu Tanjung jabung Timur

9. Masyarakat Adat Melayu Tanjung Jabung Timur adalah masyarakat

yang berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

yang berpegang teguh pada nilai-nilai Adat Melayu Tanjung Jabung

Timur.

10. Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

selanjutnya disebut LAM Tanjabtim adalah organisasi

kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya

menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya

untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat

Melayu.

11. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan

atau/pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong,

memajukan dan mengembangkan kegiatan.

12. Pembinaan dan Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam

rangka memelihara dan memajukan Adat Melayu tanjabtim yang

menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional

serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan

peraturan Perundang-undangan.

13. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara Adat Melayu

Tanjabtim, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang


